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Abstrak
Pasar ritel pada prinsipnya merupakan tempat usaha yang didalamnya terdapat me-
kanisme antara pedagang eceran dengan konsumen akhir atas barang-barang terten-
tu dalam partai (jumlah) kecil maupun satuan. Dalam perkembangannya, pasar ritel 
terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional. 
Keberadaan ritel modern mempengaruhi eksistensi dari keberadaan ritel tradisional 
bahkan cenderung mengancam keberadaannya, maka diperlukan pengawasan atas 
eksistensi ritel modern. Tugas pengawasan atas pasar ritel modern tersebut dilakukan 
oleh  Dinas Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembi-
naan Pasar Tradisional yang berfungsi untuk menjaga eksistensi dari warung kelon-
tong yang mulai kalah dengan minimarket modern.

Abstract
The retail market, in principle, is a place of business in which there is a mechanism 
between retail traders and final consumers of certain goods in small or unit (quan-
tity) parties. During its development, the retail market divided into two major parts, 
namely the modern retail market and the traditional retail market. The existence of 
modern retailers influences the existence of traditional retailers and even tends to 
threaten their existence, so it is necessary to supervise the existence of modern retail-
ers. The task of supervision of the modern retail market is carried out by the Depart-
ment of Trade Service following the Regulation of the Minister of Trade of the Republic 
of Indonesia. Number: 70/M-DAG/PER/12/2013 About Guidelines for Structuring and 
Guiding Traditional Markets that function to maintain the existence of mini grocery 
stores that are starting to lose to minimarkets modern.
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1.	Pendahuluan
Perekonomian di Indonesia dipengaru-

hi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 
perkembangan pergerakan ekonomi dunia 
yang menyebabkan munculnya istilah pa-
sar ritel. Pasar ritel pada prinsipnya merupa-
kan tempat usaha yang didalamnya terdapat 
mekanisme antara pedagang eceran dengan 
konsumen akhir atas barang-barang tertentu 
dalam partai (jumlah) kecil maupun satuan. 
Dalam perkembangannya, pasar ritel terba-
gi menjadi dua bagian besar yaitu pasar ritel 
modern dan pasar ritel tradisional. Bentuk 
dari pasar ritel modern diantaranya adalah 
minimarket, supermarket dan hypermarket, 
sedangkan warung serta toko kelontong me-
rupakan bentuk dari pasar ritel tradisional. 

Kehadiran minimarket modern dalam 
bentuk waralaba yang semakin mudah di 
jumpai di sepanjang jalan dari kota hingga 
desa serta ditempat strategis lagiannya me-
rupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan 
masyarakat Indonesia yang konsumtif. Per-
tumbuhan bisnis ritel modern di Indonesia 
dalam periode enam tahun terakhir (2012–
2017) rata-rata adalah 17,57% per-tahun. 
Salah satu kota dengan pertumbuhan ekono-
mi yang cukup signifikan di Indonesia ada-
lah Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah 
yang memiliki jumlah penduduk cukup pa-
dat dengan maraknya keberadaan Carrefour,  
Lotte Mart,  Hypermart, Alfamart maupun 
Indomaret yang merupakan wujud dari pasar 
ritel modern.

Minimarket merupakan bentuk pasar 
modern yang mudah untuk dijumpai dima-
napun, keadaan ini berbanding terbalik den-
gan kondisi dari toko kelontong sebagai ben-
tuk dari pasar tradisional yang semakin lama 
semakin menghilang. Hal ini menjadi anca-
man bagi para pedagang kecil yang biasanya 
melakukan kegiatan di pasar ritel tradisional 
karena keterbatasan modal. Jika kondisi se-
perti ini tetap dibiarkan, maka pelaku usaha 
pasar tradisional akan kehilangan mata pen-
cahariaannya. 

Pertumbuhan minimarket cukup pesat 
hingga mencapai wilayah pemukiman war-
ga. Toko kelontong yang berada di wilayah 
pemukiman warga secara langsung terkena 

imbasnya dengan berhadapan langsung den-
gan minimarket. Guna mengendalikan per-
tumbuhan jenis ritel modern, maka peme-
rintah telah membuat aturan hukum terkait 
penataan toko modern mulai dari peraturan 
menteri perdagangan hingga peraturan teknis 
di daerah seperti peraturan walikota. 

Dalam upaya untuk memberikan per-
lindungan yang sama bagi setiap pelaku 
usaha baik pelaku usaha kecil, pelaku usaha 
sedang, maupun pelaku usaha besar didalam 
upaya menciptakan persaingan usaha yang 
sehat, sebelumnya telah berlaku Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laran-
gan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Ahmad Yani dan Gunawan, 
2002:13). Undang-Undang ini digunakan 
guna melindungi pelaku usaha. Sejalan den-
gan hal ini, guna bentuk dari perlindungan 
dan memberikan rasa adil bagi pelaku usaha, 
maka diberlakukan Peraturan Menteri Perda-
gangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 
Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan 
Toko Modern Pasal 3 ayat (1) mengatur bah-
wa ‘Jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbe-
lanjaan dan Toko Modern, serta jarak antara 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan 
Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah’. Selan-
jutnya dalam Peraturan Daerah Kota Sema-
rang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan 
Toko Modern dalam pasal 6 ayat (1) menga-
tur bahwa ‘Jumlah Toko Modern dan jarak 
antara Toko Modern dengan pasar tradisional 
atau toko eceran tradisional di wilayah Kota 
Semarang diatur dengan Peraturan Waliko-
ta’. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, 
pemerintah sesungguhnya melindungi warug 
kelontong namun pada kenyataanya warung 
kelontong seperti hilang terkena imbas dari 
banyaknya minimarket modern. 

Kota Semarang yang merupakan salah 
satu contoh wilayah yang banyak terdapat ri-
tel modern sesungguhnya memiliki peraturan 
untuk mengatur mengenai pelaksanaan toko 
swalayan yaitu Peraturan Walikota Semarang 
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Penataan Toko Swalayan. Penataan loka-
si toko swalayan diatur dalam peraturan ini 
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yaitu pada ketentuan Pasal 5 yang mengatur 
bahwa penataan lokasi minimarket dapat 
dilakukan pada setiap sistem jaringan jalan, 
termasuk sistem jaringan jalan lingkungan 
pada kawasan pelayanan lingkungan daerah 
serta penataan jarak pendirian minimaket 
tersebut ditetapkan paling dekat dalam radi-
us 500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat. 
Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Waliko-
ta Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan men-
gatur bahwa:
“(1) Pendirian Toko Swalayan minimarket 

wajib memperhatikan:
a.	 Kepadatan penduduk;
b.	 Perkembangan permukiman baru;
c.	 Aksesbilitas wilayah (arus lalu lintas);
d.	 Keberadaan Pasar Rakyat dan warung/

toko di wilayah sekitar yang lebih kecil 
daripada Toko Swalayan minimarket 
tersebut.

(2)	Pendirian Toko Swalayan minimarket 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memperhatikan kuota yang ditetapkan 
dengan Keputusan Walikota.”

Ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 huruf 
d tersebut telah dijelaskan bahwa pendirian 
toko swalayan wajib memperhatikan unsur 
keberadaan toko kecil yang ada disekitarnya. 
Dalam hal ini berarti pemerintah daerah te-
lah memikirkan cara untuk melindungi usaha 
ritel tradisional. Namun jika diperhatikan pe-
satnya perkembangan pasar ritel dalam ben-
tuk minimarket di Kota Semarang, semakin 
menggeser keberadaan toko kecil disekitar-
nya. Kondisi tersebut secara tidak langsung 
telah menghilangkan keberadaan dari toko 
kelontong dengan modal yang kecil secara 
perlahan, oleh karena itu diperlukan suatu 
pengawasan terkait perlindungan yang adil 
terhadap pelaku usaha.  Berdasarkan pada 
latar belakang permasalahan terkait dengan 
keberadaan pasar ritel modern, maka isu 
hukum utama dalam tulisan ini adalah ‘Pen-
gawasan Dinas Perdagangan Terhadap mini-
market Modern Untuk Melindungi Toko Ke-
lontong’ .

2.	Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ada-

lah penelitian hukum dengan tipe penelitian 
yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan cara mengum-
pulkan data yang dianggap relevan dan dibu-
tuhkan dengan memusatkan pada gejala atau 
fenomena yang terjadi di masyarakat terkait 
dengan perilaku konsumtif dan kecenderun-
gan mencari kebutuhan sehari-hari di mini-
market dibandingkan dengan toko kelon-
tong, serta terkait dengan pengawasan dari 
Pemerintah khususnya Dinas Perdagangan 
terkait dengan fenomena yang terjadi. Hasil 
dari penelitian dianalisa secara induksi dan 
bersifat deskriptif kualitatif.

3.	 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengawasan Dinas Perdagangan  Terha-
dap Minimarket Modern Untuk Melind-
ungi Toko Kelontong

Perkembangan keberadaan minimar-
ket di Indonesia kususnya di Kota Semarang 
merupakan salah satu alasan atas pentingnya 
fungsi pengawasan dari dinas perdagangan. 
Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Se-
marang terkait keberadaan minimarket ada-
lah menjaga dan mengevaluasi tersebarnya 
minimarket modern agar dapat  terlaksana 
dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pe-
rundangan serta tujuan dari Undang-undang 
dasar 1945. 

Hingga saaat ini, persaingan antara 
minimarket sudah semakin ketat. Pada prin-
sipnya semua pelaku usaha menginginkan 
keuntungan yang besar, hal tersebut merupa-
kan prinsip ekonomi yang merupakan salah 
satu bentuk dari persaingan usaha (business 
competition) atau secara sederhana dapat di-
maknai sebagai persaingan antara para pen-
jual di dalam ‘merebut’ pembeli dan pangsa 
pasar. Guna perlindungan terhadap para pe-
laku usaha, maka pemerintah telah mengatur 
ketentuan mengenai persaingan usaha yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Ta-
hun 1999 tentang Larangan Praktik Monopo-
li Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha merupakan perse-
teruan atau rivalitas antara pelaku usaha 
bisnis yang secara independen berusaha 
mendapatkan konsumen dengan menawar-
kan harga yang baik dengan kualitas barang 
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atau jasa yang baik pula (Akhmad Mujahidin, 
2007:27). Persaingan merupakan kondisi real 
yang dihadapi setiap orang di masa sekarang. 
Persaingan merupakan semacam upaya un-
tuk menduduki posisi yang lebih tinggi di da-
lam dunia usaha. Bila jumlah pesaing cukup 
banyak dan seimbang, persaingan akan ting-
gi sekali karena masing-masing perusahaan 
memiliki sumber daya yang relatif sama. Bila 
jumlah pesaing sama tetapi terdapat perbe-
daan sumber daya, maka terlihat sekali mana 
yang akan menjadi market leader, dan perus-
ahaan mana yang merupakan pengikut (Jopie 
Jusuf, 2008: 260).

Harmonisasi/penyelarasan antara ke-
pentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha 
pesaing lainnya sangat penting dilakukan. 
Hal ini ditujukan agar terciptanya ekosistem 
persaingan usaha yang sehat sesuai dengan 
tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Mo-
nopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Perwujudan dari harmonisasi/ penyelarasan 
kepentingan antar pelaku usaha dilakukan 
dengan memberikan porsi kepentingan dan 
kedudukan yang sama baik dalam bidang hu-
kum maupun dalam bidang ekonomi (Richy 
Ardiansyah, 2013: 12).

Dalam kegiatan bisnis, para pelaku 
usaha harus bisa menghadapi persaingan 
usaha yang lazim terjadi dalam dunia usaha. 
Oleh karena itu diperlukan kekuatan-kekua-
tan atau daya saing sebagaimana disebutkan 
oleh Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung 
(2002: 44), antara lain:

i.	 Daya saing produk-produk yang akan 
ditawarkan harus kualitasnya bisa 
bersaing dengan baik;

ii.	 Daya saing harga tidak mungkin 
memenangkan persaingan jika produk-
produk yang dimiliki sangat mahal 
harganya;

iii.	Daya saing marketing dunia marketing 
berbicara masalah pasar maka hal yang 
terpenting adalah bagaimana menarik 
konsumen untuk membeli barang-
barang yang telah diproduksi;

iv.	Daya saing jaringan kerja (networking) 
suatu bisnis tidak akan memiliki daya 
saing dan akan kalah jika “bermain 

sendiri”, dalam hal ini bermakna tidak 
melakukan kerjasama, koordinasi dan 
sinergi dengan lembaga-lembaga bisnis 
lainnya di berbagai bidang.
Berdasarkan pendapat diatas, maka 

faktor daya saing merupakan hal yang pen-
ting untuk diperhatikan. Persaingan usaha ti-
dak akan dapat berjalan adil jika tidak diawa-
si, sebab semakin banyak pelaku usaha maka 
semakin ketat persaingan yang terjadi. Oleh 
karena itu, penting untuk mengawasi perda-
ingan yang terjadi antar pelaku usaha. 

Di Kota Semarang, pengaturan men-
genai pengawasan dan pembinaan telah 
diatur dalam Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 
Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern. Selain itu, di Kota Semarang 
pengawasan dan pembinaan terhadap toko 
modern juga diatur dalam Peratuan Daerah 
Nomor 1 tahun 2014.

Peraturan Daerah Kota Semarang No-
mor 1 Tahun 2014 tersebut juga mengatur 
tentang pengawasan dan pembinaan toko 
modern. Ketentuan tersebut dapat dipahami 
dari Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Sema-
rang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa:

1)	 Pembinaan dan pengawasan terhadap 
kegiatan penyelenggaraan Toko 
Modern dilakukan oleh Walikota.

2)	 Walikota dapat melimpahkan 
kewenangan pembinaan dan 
pengawasan terhadpa kegiatan 
penyelengggaraan Toko Modern 
kepada dinas/SKPD yang membidangi 
perdagangan
Pasal tersebut mengatur tentang ek-

sistensi daerah dalam melakukan pengawa-
san terhadap penyelenggaraan toko modern 
yang kemudian dilanjutkan dengan ketenty-
an Pasal 33 terkait dengan UMKM, mengatur 
bahwa dalam rangka sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32, Walikota dapat:

a.	 Melakukan fasilitas terhadap UMKM 
lokal agar dapat memenuhi standar 
mutu yang diperdagangkan toko 
modern.

b.	 Melakukan fasilitas pelaksanaan 
kemitraan antara peritel dan UMKM 
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lokal, dan/atau 
c.	 Mendorong toko modern 

mengembangkan pemasaran barang 
UMKM loka, dan/atau 

d.	 Melakukan monitoring/evaluasi 
terhadap keberadaaan Toko Modern.
Ketentuan tersebut memiliki makna 

bahwa toko modern harus dimonitor namun 
tujuannya agar dapat mendorong dan mem-
batu pemasaran barang UMKM. Adapun 
lebih lanjut Pasal 34 memberikan kewenan-
gan kepada Walikota agar dapat melakukan 
koordinasi untuk:

a.	 Mengantisipasi timbulnya 
permasalahan dalam pengelolaan Toko 
Modern, dan/atau 

b.	 Mengambil langkah-langkah dalam 
penyelesain permasalah dampak 
pendirian Toko Modern
Pasal ini sesungguhnya memberikan 

pemahaman bahwa pasar modern tidak sela-
lu memberikan keuntungan namun juga bisa 
berdampak negatif, karenanya kadangkala 
diperlukan langkah penyelesaian dampak 
pendirian toko modern yang dimandatkan 
kepada Walikota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang melalui 
Dinas Perdagangan dan Satuan Kerja Perang-
kat Daerah dalam melaksanakan peraturan 
perundang-undangan khususnya terkait den-
gan pengawasan dan pembinaan sebenarnya 
telah melakukan langkah-langkah strategis 
guna penyelesaian dampak dari keberadaan 
pasar modern. Langkah langkah strategis ter-
sebut juga dimaksudkan dalam rangka men-
cegah dan meminimalisir adanya persaingan 
usaha yang ditimbulkan akibat adanya pendi-
rian toko modern. 

Kota semarang secara khusus mengatur 
mengenai pengawasan terhadap persaingan 
usaha jika diperhatikan dalam ketentuan 
yang telah dibahas sebelumnya dalam artikel 
ini, namun secara umum bahwa dii Indone-
sia, pengaturan hukum persaingan usaha te-
lah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Mono-
poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang 
disahkan pada tanggal 5 Maret 1999 oleh 
Presiden B.J. Habibie diawal era reformasi. 
Latar belakang langsung dari penyusunan 

Undang-Undang Antimonopoli ini adalah 
perjanjian yang dilakukan antara Dana Mo-
neter Internasional (IMF) dengan pemerintah 
Republik Indonesia, pada tanggal 15 Januari 
1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF meny-
etujui pemberian bantuan keuangan kepada 
Negara Republik Indonesia sebesar US$ 43 
miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis 
ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indone-
sia melaksanakan reformasi ekonomi dan hu-
kum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan 
diperlukannya Undang-Undang Antimono-
poli (Andi Fahmi Lubis, 2009: 12). Alasan lain 
pembentukan Undang-Undang Antimopoli 
tersebut adalah rasa prihatin atas situasi dan 
kondisi terhadap fakta bahwa perusahaan-
perusahaan besar yang disebut konglome-
rat menikmati pangsa pasar terbesar dalam 
perekenomian nasional Indonesia. Akhirnya 
rakyat menuntut pemerintah untuk mencer-
mati dan menata kembali kegiatan usaha di 
Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh 
serta berkembang secara sehat dan benar, se-
hingga tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat, dan terhindarnya pemusatan kekuatan 
ekonomi pada perorangan atau kelompok 
tertentu, antara lain dalam bentuk praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
yang merugikan masyarakat, yang bertentan-
gan dengan cita-cita keadilan sosial.  Pem-
bentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 yang diwarnai semangat antimonopoli 
atau antibesar yang dimaksudkan untuk me-
negakkan aturan hukum dan memberikan 
perlindungan yang sama bagi setiap pelaku 
usaha di dalam upaya menciptakan persain-
gan usaha yang sehat. 

Hukum persaingan usaha diciptakan 
dalam rangka mendukung sistem ekonomi 
pasar agar persaingan antar pelaku usaha 
tetap hidup, persaingan antar pelaku usaha 
dilakukan secara sehat dan konsumen tidak 
dieksploitasi oleh pelaku usaha (Zaelabetra 
Mahamanda, 2011 : 2). Hukum persaingan 
usaha berisi ketentuan-ketentuan substan-
sial tentang tindakan-tindakan yang dilarang 
(beserta konsekuensi hukum yang bisa tim-
bul) dan ketentuan-ketentuan prosedural 
mengenai penegakan hukum persaingan 
usaha. Hukum persaingan usaha adalah hu-
kum yang mengatur tentang interaksi perus-
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ahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara 
tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi 
dilandasi atas motif-motif ekonomi (Andi 
Fahmi Lubis, dkk, 2009: 21). Pada hakikat-
nya hukum persaingan usaha dimaksudkan 
untuk mengatur persaingan dan monopoli 
demi tujuan yang menguntungkan. Penger-
tian persaingan usaha secara yuridis selalu 
dikaitkan dengan persaingan dalam ekono-
mi yang berbasis pada pasar, dimana pela-
ku usaha baik perusahaan maupun penjual 
secara bebas berupaya untuk mendapatkan 
konsumen guna mencapai tujuan usaha atau 
perusahaan tertentu yang didirikannya (Budi 
Kagramanto, 2010: 57).

Secara umum, materi hukum persain-
gan usaha yang bersumber dari Undang-Un-
dang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat mengandung 6 (enam) bagian 
pengaturan yang terdiri dari:

1)	 perjanjian yang dilarang;
2)	 kegiatan yang dilarang;
3)	 posisi dominan;
4)	 Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5)	 Penegakan hukum;
6)	 Ketentuan lain-lain.

Dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 ini memberikan jami-
nan kepastian hukum untuk lebih mendorong 
percepatan pembangunan ekonomi dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan umum, 
serta sebagai implementasi dari semangat 
dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Kehadirannya merupakan prasyarat 
prinsip ekonomi modern, yakni prinsip yang 
dapat memberikan kesempatan yang sama 
bagi setiap orang bersaing secara jujur dan 
terbuka dalam berusaha. Dengan Undang-
Undang tentang Larangan Praktek Monopoli 
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, pela-
ku usaha diharapkan menyadari kepentingan 
untuk mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya, tetapi harus dilakukan dengan cara 
persaingan yang jujur (Mustafa Kamal Rokan, 
2010: 17).

Untuk mengendalikan keberadaan pa-
sar ritel modern, secara implisit ketentuan 
dan pengaturan dari Pasal 6 Peraturan Wa-
likota Semarang No 39 Tahun 2014 Tentang 

Pelaksanaan Toko swalayan tersebut juga 
memberikan suatu perlindungan terhadap 
toko kelontong. Akan tetapi, pada pelak-
sanaannya peraturan tersebut belum sesu-
ai harapan, masih banyak minimarket yang 
berdiri berhadapan dengan toko kelontong. 
Tidak adanya sanksi yang tegas apabila pe-
laku usaha melanggar isi dari Pasal 6 ayat (1) 
tersebut dijadikan sebuah kesempatan untuk 
tidak mentaatinya.

Disamping secara khusus diatur di Kota 
Semarang, perlindungan hukum bagi peda-
gang kecil sebenarnya juga sudah diatur se-
belumnya, ketentuannya dapat ditemukan 
dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah, bahwa tujuan pember-
dayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
adalah:

a.	 mewujudkan struktur perekonomian 
nasional yang seimbang, berkembang, 
dan berkeadilan;

b.	 menumbuhkan dan mengembangkan 
kemampuan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah menjadi usaha yang 
tangguh dan mandiri; dan

c.	 meningkatkan peran Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dalam 
pembangunan daerah, penciptaan 
lapangan kerja, pemerataan 
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, 
dan pengentasan rakyat dari 
kemiskinan
Dalam Pasal 5 huruf a mengatur bah-

wa pemerintah harus mewujudkan struktur 
perekonomian nasional yang seimbang, ber-
kembang, dan berkeadilan. Keadilan disini 
dimaksudkan bahwa usaha mikro/ kecil ha-
rus mendapatkan keadilan dan perlindungan 
hukum, mengingat bahwa usaha mikro/ kecil 
adalah penopang ekonomi rakyat sehingga 
harus dilindungi oleh pemerintah agar dapat 
meningkatkan kualitas ekonomi menuju hi-
dup yang sejahtera. Karena setiap masyarakat 
berhak mendapatkan kehidupan yang layak 
dan mendapat kesejahteraan salah satunya 
melalui perekonomian. Sebab esensi hukum 
adalah terciptanya sebuah keadilan. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Per-
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saingan Usaha Tidak Sehat mengatur terkait 
dengan perlindungan terhadap pelaku usaha 
kecil dalam Pasal 3 huruf b, bahwa : ‘mewu-
judkan iklim usaha yang kondusif melalui 
pengaturan persaingan usaha yang sehat se-
hingga menjamin adanya kepastian kesem-
patan berusaha yang sama bagi pelaku usaha 
besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku 
usaha kecil.’ Ketentuan dalam Pasal 3 huruf b 
memiliki makna bahwa muara dari Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah mewu-
judkan iklim usaha yang kondusif. Sedangkan 
alat untuk mencapainya ialah pengaturan 
persaingan usaha yang sehat, diharapkan 
dengan persaingan yang sehat dapat terjamin 
kepastian kesempatan berusaha yang sama 
bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha me-
nengah, dan pelaku usaha kecil (Jimat Jojiyon 
Suhara, 2009: 107).

Khemani mengemukakan bahwa tu-
juan hukum persaingan usaha setiap nega-
ra berada pada satu titik tertentu dimana 
diantara kedua kutub ekstrem pertimbangan 
ekonomi dan nonekonomi. Meskipun demi-
kian, tujuan-tujuan utama hukum persaingan 
usaha yang bisa ditemui adalah sebagai be-
rikut:

a. 	Memelihara kondisi kompetisi 
yang bebas (maintenance of free 
sompetition);

b. Mencegah penyalahgunaan kekuatan 
ekonomi (prevention of abuse 
economic power);

c. Melindungi konsumen (protecting of 
consumers).
	 Dampak negatif dengan didirikan-

nya toko modern di Kota Semarang dapat 
menyebabkan persaingan usaha antara pasar 
modern dengan pasar tradisional. Dampak 
negatif yang lain juga dapat menyebabkan 
persaingan yang tidak sehat antara pelaku 
usaha pasar modern dengan pelaku usaha 
pasar tradisional. Adanya persaingan yang 
tidak sehat tersebut dapat menyebabkan pi-
hak yang tidak biasa bersaing akan mengala-
mi kekalahan dan bahkan akan mengalami 
kerugian yang dapat memetikan usaha pasar 
yang kalah bersaing.

Artinya secara tidak langsung kebera-
daan toko modern dapat mengancam eksisi-

tensi dan keberadaan pasar tradisional. Toko 
modern akan lebih mudah bersaing dan me-
menangkan kompetisi karena Toko modern 
lebih mampu mengikuti perkembangan za-
man. Toko modern menawarkan harga yang 
lebih rendah dan terus melakukan inovasi 
sehingga mampu menguasai pangsa pasar. 
Disamping itu Toko modern juga lebih efektif 
dan efisien sehingga mampu menarik kon-
sumen lebih banyak. Keadaan tersebut ten-
tu akan merugikan bagi pelaku usaha pasar 
tradisional. Pasar tradisional yang sudah ada 
sejak zaman dahulu keberadaannya akan te-
rancam dengan adanya toko modern karena 
pasar jarang melakukan inovasi. Selain itu 
pasar tradisional kurang menarik perhatian 
konsumen karena lamban dalam mengikuti 
perkembangan zaman.   

Keadaan tersebut harus segera diatasi 
dan diselesaikan agar pelaku usaha tradisio-
nal tidak mengalami kerugian akibat kalah 
dalam persaingan usaha. Pemerintah mem-
punyai tanggung jawab untuk ikut menjaga 
keberadaan pasar tradisional agar tetap hidup 
sebagai wujud perlindungan terhadap pelaku 
usaha yang merupakan warga negara. Selain 
itu pemerintah juga mempunyai kewajiban 
untuk mengawasi adanya persaingan usaha 
sehingga persaingan usaha yang dilakukan 
oleh pelaku usaha akan sehat

 Pada hakikatnya, pengawasan dila-
kukan juga bertujuan untuk mencegah pe-
nyimpangan dari apa yang telah digariskan 
dan untuk menghindari terjadinya kekeliru-
an-kekeliruan yang disengaja maupun tidak 
sengaja, dalam melakukan pengawasan Dis-
perindag Kota Semarang memakai beberapa 
bentuk, metode serta teknik yang dilakukan 
dalam pengawasan oleh Dinas Perdagangan 
Kota Semarang, yaitu :

Metode Pengawasan
Metode pengawasan yang dilakukan 

oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang di-
bagi menjadi dua yaitu :
a.	 Preventif 

Dinas Perdagangan Kota Semarang da-
lam tahap pengawasan preventif yang dilaku-
kan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang 
adalah dalam melakukan pemberian izin 
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usaha kepada pelaku usaha yang nantinya 
mendirikan minimarket modern. Disini yang 
melakukan pengawasan preventif banyak di-
lakukan oleh pegawai Disnas Perdagangan 
yang bekerjasama dengan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Semarang.dalam melakukan pengawasan ini 
kemitraan dua instansi bertujuan untuk me-
mastikan layak atau tidaknya sebuah mini-
market berdiri di suatu daerah,pada meka-
nisme pemberian ijin dikeluarkan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Semarang,dalam pemberian 
izin sendiri terdapat beberapa tahapan salah 
satunya yaitu melakukan pengecekan loka-
si pendirian minimarket yang bekerjasama 
dengan dinas perdagangan, didalam tahapan 
ini peran dari dinas perdagangan sangat pen-
ting karena melakukan pengecekan langsung 
yang nantinya menyesuaikan dengan pera-
turan walikota Semarang No 39 Tahun 2014 
tentang pelaksanaan penataan toko swalayan 
yang terdapat pada pasal 5 dan pasal 6.

Selain melakukan pengawasan dalam 
pemberian ijin Dinas Perdagangan membe-
rikan pembinaan terhadap toko modern su-
dah diatur dalam peraturan perundang-un-
dangan. Pengawasan dan pembinaan telah 
diatur dalam Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 
Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern. Selain itu, di Kota Semarang 
pengawasan dan pembinaan terhadap toko 
modern juga diatur dalam Peratuan Daerah 
Nomor 1 tahun 2014.

Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagan-
gan Nomor 70 Tahun 2013 menyatakan bah-
wa:

1)	 Menteri, Gubernur, dan Bupati/
Walikota, baik secara sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan, dan Toko Modern.

2)	 Menteri melimpahkan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Direktur Jendral 
Perdagangan Dalam Negeri.

3)	 Direktur Jendral Perdagangan 

Dalam Negeri dalam melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan dapat 
melakuka koordinasi dengan instansi 
terkait dipusat, provinsi dan kabuoaten/
kota.

4)	 Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, 
Gubernur DKI Jakarta melimpahkan 
kewenangan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) di wilayah kerjanya 
kepada kepala dinas yang bertanggung 
jawab di bidang perdagangan.

5)	 Bupati/Walikota melimpahkan 
kewenangan pembinaan dan 
pengawsaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) di wilayah kerjanya 
kepada bidang dinas yang bertanggung 
jawab di bidang perdagangan.
Pasal tersebut mengatur mengenai ta-

tacara pembinaan dan pengawasan terha-
dap pengelolaan pusat perbelanjaan, dan 
toko modern. Kemudian Pasal 35 Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 
mengatur bahwa dalam rangka pembinaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 
Menteri, Gubernur dan Bupati dapat:

a.	 Melakukan fasilitas terhadap UMKM 
adar dapat memenuhi standart mutu 
barang yang diperdagangkan toko 
modern;

b.	 Melakukan fasilitas pelaksanaan 
Kemitraan antara peritel dan UMKM;

c.	 Mendorong toko modern dan pusat 
perbelanjaan mengembangkan 
pemasaran barang UMKM; dan/atau

d.	 Melakukan monitoring/evaluasi 
terhadap keberadaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
didaerah
Pasal 36 Peraturan Menteri Perdagan-

gan Nomor 70 Tahun 2013 kemudian men-
gatur bahwa dalam rangka pembinaan terha-
dap pengelolaan Pasar Tradisional, Menteri, 
Gubernur dan Bupati/Walikota dapat:

a.	 Mengembangkan sistem menejemen 
pengelolaan Pasar Tradisional yang 
baik;

b.	 Memberikan pelatihan dan komunikasi 
terhadap para pedagang di Pasar 
tradisional;
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c.	 Fasilitas kerjasama antara pedagang 
Pasar Tradisional dan Pemasok;dan/
atau

d.	 Melakukan pembangunan dan 
perbaikan sarana dan prasarana Pasar 
Tradisional
Kewenangan Gubernur dan Bupati/

Walikota terkait dengan koordinasi diatur da-
lam Pasal 37, bahwa koordinasi dapat dilaku-
kan untuk :

a.	 Mengantisipasi timbulnya permasalahan 
dama pengelolaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern;dan/atau

b.	 Mengambil langkah-langkah dalam 
penyelesian permasalah dampak 
pendirian Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern
Serupa dengan Peraturan Menteri Per-

dagangan Nomor 70 Tahun 2013 yang men-
gatur terkait pengawasan dan pembinaan 
toko modern, Peraturan Daerah Kota Sema-
rang Nomor 1 Tahun 2014 juga mengatur 
tentang pengawasan dan pembinaan toko 
modern. Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Se-
marang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan 
bahwa:

-	 Pembinaan dan pengawasan terhadap 
kegiatan penyelenggaraan Toko 
Modern dilakukan oleh Walikota.

-	 Walikota dapat melimpahkan 
kewenangan pembinaan dan 
pengawasan terhadpa kegiatan 
penyelengggaraan Toko Modern 
kepada dinas/SKPD yang membidangi 
perdagangan
Pasal 33 berbunyi bahwa dalam rangka 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Wa-
likota dapat:

-	 Melakukan fasilitas terhadap UMKM 
lokal agar dapat memenuhi standar 
mutu yang diperdagangkan toko 
modern.

-	 Melakukan fasilitas pelaksanaan 
kemitraan antara peritel dan UMKM 
lokal, dan/atau 

-	 Mendorong toko modern 
mengembangkan pemasaran barang 
UMKM loka, dan/atau 

-	 Melakukan monitoring/evaluasi 

terhadap keberadaaan Toko Modern.
Adapun Pasal 34 memberilan kewe-

nangan kepada Walikota agar dapat melaku-
kan koordinasi untuk:

-	 Mengantisipasi timbulnya 
permasalahan dalam pengelolaan Toko 
Modern, dan/atau 

-	 Mengambil langkah-langkah dalam 
penyelesain permasalah dampak 
pendirian Toko Modern
Pemerintah Kota Semarang melalui 

Dinas Perdagangan dan Satuan Kerja Perang-
kat Daerah dalam melaksanakan peraturan 
perundang-undanagn khususnya terkait den-
gan pengawasan dan pembinaan sebenarnya 
telah melakukan langkah-langkah strategis. 
Langkah langkah strategis tersebut juga di-
maksudkan dalam rangka mencegah dan 
meminimalisir adanya persaingan usaha yang 
ditimbulkan akibat adanya pendirian toko 
modern.  
b.	 Represif 

Pengawasan yang di lakukan oleh 
Dinas Perdagangan Kota Semarang dilaksa-
nakan setelah suatu tindakan dilakukan den-
gan membandingkan apa yang telah terjadi 
dengan apa yang seharusnya terjadi. Penga-
wasan represif ini dimaksudkan untuk men-
getahui apakah kegiatan yang telah dilakukan 
ini telah mengikuti kebijakan dan ketentuan 
yang telah ditetapkan. Pengawasan repre-
sif ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan 
Kota Semarang dengan bekerjasama dengan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu Kota Semarang, serta untuk 
mengetahui apakah ada penyimpangan atau 
tidak,kemudian jika terjadi penyimpangan 
administratif (belum memiliki izin resmi) 
akan diberikan surat teguran kepada pelaku 
usaha,dan jika surat teguran tersebut tidak 
diindahkan maka akan ditindak lanjuti den-
gan cara menyegel toko modern tersebut.

Perlu dipahami bahwa dalam Pasal 24 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 
Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern menyatakan:

a.	 Pelaku usaha yang melakukan kegiatan 
usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat 
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Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib 
memiliki izin usaha sebagai legalitas.

b.	 Izin usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi:

a.	 IUPPT untuk Pasar Tradisional;
b.	 IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan 

Pusat Perdangan atau 
c.	 IUTM untuk Minimarket, Supermarket, 

Department Store, Hypermarket dan 
Perkulakan.
Diperlukan pengetahuan bahwa yang 

dimaksud IUPPT menurut Pasal 1 ayat 12 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 
Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan 
Pasa Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern adalah Izin     Usaha Penge-
lolaan Pasar Tradisional yang seelanjutnya 
disingkat IUPPT adalah izin untuk melaksa-
nakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional. 
Adapun yang dimaksud dengan IUPP me-
nurut Pasal 1 ayat 13 yaitu Izin Usaha Pusat 
Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP 
adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha 
pengelolaan Pusat Perbelanjaan.  Kemudian 
yang dimaksud dengan IUTM menurut Pasal 
1 ayat 14 menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan Izin Usaha Toko Modern (yang selan-
jutnya disingkat IUTM) merupakan izin untuk 
dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko 
Modern.

Artinya, Pasal 24 Peraturan Mente-
ri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern me-
nyimpulkan bahwa setiap toko modern yang 
didirikan harus mempunyai ijin termasuk 
toko modern yang sudah berjalan juga harus 
sudah mempunyai ijin. Ijin untuk toko mo-
dern sesuai dengan Pasal 24 ayat 2c Peratu-
ran Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pe-
doman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradi-
sional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
adalah IUTM.

Selain tentang ijin mendirikan toko mo-
dern, secara normatif pengaturan hukum ter-
kait pendirian toko modern sebenarnya telah 
diatur melalui Peraturan Menteri Perdagan-

gan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/
PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Per-
belanjaan dan Toko Modern. Pasal 2  Peratu-
ran Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pe-
doman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradi-
sional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
menyatakan bahwa:

(1)	Pendirian Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern wajib 
berpedoman pada Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan Rencana Detail Tata 
Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/
Kota, termasuk Peraturan Zonasi.

(2)	Peraturan Zonasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Gubernur atau Bupati/Walikota 
setempat dengan mempertimbangkan 
pemanfaatan ruang dalam rangka 
menjaga keseimbangan antara jumlah 
Pasar Tradisional dengan Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern.

(3)	Penyusunan setiap Peraturan Zonasi 
harus disesuaikan dengan peruntukkan 
zona dimaksud sebagaimana tercantum 
dalam Rencana Detail Tata Ruang.
Pasal 2 diatas memberikan simpulan 

bahwa pendirian toko modern paling utama 
harus memperhatikan Rencana Tata Ruang 
Wilayah atau RTRW dan juga aturan terkait 
zonasi.

Pada akhirnya, batasan pendirian toko 
modern adalah perkecamatan dari tempat 
toko modern tersebut didirikan, Jika diatas 
telah dikemukakan terkait aturan pendirian 
toko modern berdasarkan Peraturan Mente-
ri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka 
selanjutnya akan dibahas mengenai aturan 
pendirian toko modern berdasarkan Peratu-
ran Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Penataan Toko Modern. Pasal 
4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern 
menyatakan bahwa:

(1)	Pelaku usaha yang akan mendirikan 
Toko Modern wajib mengacu pada 
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Rencana Tata Ruang Wilayah dan 
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah 
Kota.

(2)	Pelaku usaha yang akan meridirikan 
Toko Modern sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berbentuk 
minimarket, supermarket, department 
store, hypermarket ataupun grosir yang 
berbentuk perkulakan.

(3)	Lokasi peruntukkan toko modern 
disesuaikan dengan rencana detail tata 
ruang wilayah kota.
Artinya aturan pendirian toko modern 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sema-
rang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan 
Toko Modern hampir sama dengan Peratu-
ran Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pe-
doman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradi-
sional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 
Kesamaan tersebut terletak pada aturan das-
ar pendirian toko modern yaitu tentang  Wi-
layah. Pendirian toko modern harus mem-
perhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah atau 
RTRW. 

Teknik Pengawasan
Teknik pengawasan yang dilakukan 

oleh Dinas perdagangan Kota Semarang den-
gan menggunakan dua teknik, yaitu :
a.	 Pengawasan Langsung 

Penjaringan aspirasi masyarakat dapat 
membantu proses pengawasan Disperindag 
dalam melakukan pengawasan. Penjaringan 
aspirasi masyarakat dilakukan untuk mempe-
roleh data informasi dari masyarakat sebagai 
bahan masukkan dalam melakukan penga-
wasan untuk menjaga keberadaan warung 
Kelontong. Informasi tersebut digunakan 
untuk menjamin agar warung kelontong 
yangmerupakan juga sebuah usaha untuk 
menghidupi kebutuhan masyraat tidak ter-
ganggun. Dinas Perdagangan Kota Semarang 
sering melakukan inpeksi langsung ke suatu 
wilayah atau Minimarket yang bermasalah, 
dalam penyeleseaian inpeksi biasanya pihak 
instansi terkait langsung melakukan penegu-
ran maupun penutupan terhadap minimar-
ket modern yang bermasalah. 
b.	 Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan 
pengawasan yang sering dilakukan dalam se-
tidap kegiatan pemerintahan. Pengawasan 
ini hanya menunggu hasil laporan dari bawa-
han kepada atasan saja. Pengawasan secara 
tak langsung ini disampaikan oleh bawahan 
kepada atasan secara lisan maupun tulisan. 
Namun memang pengawasan ini yang sering 
dilakukan oleh pemerintah dalam menjalan-
kan setiap kegiatan yang ada. Pengawasan ini 
memang sering dilakukan oleh pihak terkait 
untuk meyidak dan memberikan surat tegu-
ran kepada toko modern yang belum memi-
liki Izin Usaha Toko Modern. Pengawasan 
secara tidak langsung dilaksanakan untuk 
memberikan teguran atau peringatan terha-
dap toko modern yang berdiri tanpa adanya 
Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Selain melakukan pengawasan Dinas 
Perdagangan Kota Semarang juga melakukan 
pembinaan terhadap toko modern. Pembi-
naan yang dilakukan oleh Dinas Perdagan-
gan Kota Semarang berupa sosialisasi dan 
pelatihan. Sosialisasi dilakukan agar antara 
Pemerintah Kota Semarang dan  toko mo-
dern selalu terkoordinasi dan mempunyai 
komunikasi yang baik sehingga hal tersebut 
dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran 
pada toko modern. Pelatihan juga diberikan 
oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang ke-
pada toko modern. Pelatihan tersebut ber-
tujuan agar toko modern di Kota Semarang 
mampu menjalankan toko modern sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

Kendala-Kendala Pengawasan Yang Di-
lakukan Oleh Disperindag kota Semarang

Pelaksanaan fungsi pengawasan tidak 
selamanya dapat berjalan dengan mulus baik 
berdasarkan kendala internal maupun ken-
dala eksternal, Dinas Perdagangan Kota Se-
marang  menyadari bahwa masih terdapat 
banyak kendala kendala itu.

Kendala Internal muncul karena bany-
aknya laporan yang ada sehingga membuat 
pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang ke-
sulitan untuk langsung menindaklanjuti lapo-
ran yang masuk dari masyarakat, sedangkan 
kendala eksternal yang muncul dari masya-
rakat yang terkadang tidak tahu bagaimana 
cara pelaporan ataupun imbas kenapa wa-
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rung kelontong mereka mengalami penuru-
nan omset ataupun mengalami kerugian ke-
mudian tutup.

4.	Simpulan
Dinas Perdagangan Kota Semarang 

dalam hal ini sebagai instansi pemerintah 
telah melakukan tugas dan wewenangnya 
dalam melakukan pengawasan terkait ke-
beradaan dan eksistensi usaha minimarket 
modern yang bertujuan untuk memajukan 
perkembangan ekonomi dimasyarakat, hal 
tersebut untuk tetap menjaga eksistensi pa-
sar ritel tradisional dalam hal ini khususnya 
warung kelontong agar tidak tutup atau men-
derita kerugian karena tidak mampu bersaing 
dengan minimarket modern yang memiliki 
keunggulan dalam segala aspek. Guna mela-
kukan pengawasan, Dinas Perdagangan Kota 
Semarang telahi melakukan beberapa meto-
de, yaitu metode represif dan preventif, serta 
teknik pengawasan langsung dan tidak lang-
sung untuk dapat menjaga persaingan yang 
adil diantara pelaku usaha pasar ritel di Kota 
Semarang.
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